
 

Lampiran III.   Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang, Nomor: ${nomor_naskah} 
 

JADWAL DAN TAHAPAN PERENCANAAN RKPD 2027 DAN RENJA PD 2027 

 
 

Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Persiapan Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2027 

  a. 

Penyusunan Keputusan 
Kepala Daerah tentang 
Pembentukan Tim Penyusun 
RKPD, Orientasi RKPD, 
Penyusunan Agenda Tim dan 
Penyiapan Data dan 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
berdasarkan SIPD 

Untuk menyusun personalia yang 
bertugas menyusun RKPD Tahun 
2027; 

RKPD 
Pasal 73 

Permendagri 
No.86/2017 

M1 - M4               

  - 
Orientasi Penyusunan RKPD 
Tahun 2027 

Bertujuan untuk penyamaan 
persepsi dan memberikan 
pemahaman terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan perencanaan 
pembangunan nasional dan 
daerah, keterkaitannya dengan 
dokumen perencanaan lainnya, 
teknis penyusunan dokumen dan 
menganlisis serta 
mnginterpretasikan data dan 
informasi perencanaan 
pembangunan daerah yang 
diperlukan dalam penyusun 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

RKPD 
Pasal 73 

Permendagri 
No.86/2017 

19 
Desember  

              

000.7.2.4/1/Bapperida

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  b. 

Penyusunan Keputusan 
Kepala Daerah tentang 
Pembentukan Tim Penyusun 
Renja PD, Orientasi Renja, 
Penyusunan Agenda Tim dan 
penyiapan data dan informasi 
perencanaan pembangunan 
daerah berdasarkan SIPD 

Untuk menyusun personalia yang 
bertugas menyusun Renja PD 
Tahun 2027; 

Renja 
Pasal 125 

Permendagri 
No.86/2017 

M1 - M4               

2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja PD Tahun 2027 

  a  
Penyusunan Rancangan 
Awal RKPD Tahun 2027 

Berpedoman kepada RPJMD, 
ranwal RKPD Provinsi, RKP, 
Program Strategis Nasional, dan 
Pedoman Penyusunan RKPD 

RKPD 
Pasal 75 

Permendagri 
No.86/2017 

M1 - M4 M1-M3             

  b  
Penyampaian pokok pikiran 
DPRD berdasarkan hasil 
reses kepada Bappeda 

Bahan perumusan kegiatan, 
lokasi kegiatan dan kelompok 
sasaran pembangunan dalam 
RPJMD; 

RKPD 
Pasal 78 

Permendagri 
No.86/2017 

  M1-M3             

  c. 
Penyusunan Rancangan 
Awal Renja PD Tahun 2027 

Berpedoman kepada Renstra dan 
hasil pengendalian dan evaluasi 
Renja, sistematika paling sedikit : 
pendahuluan, hasil evaluasi 
Renja, tujuan dan sasaran 
perangkat daerah dan penutup; 

Renja 

Pasal 126 
danPasal 

129 
Permendagri 
No.86/2017 

  M1-M3             

  d. 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Musrenbang Tahun 2027 

Berpedoman pada Surat Edaran 
Pelaksanaan Musrenbang 
(sebelum musrenbang 
desa/kelurahan minggu 2-3 
Bulan Januari) 

RKPD 

Surat 
Edaran 

Pelaksanaan 
Musrenbang 

  M2-M3             

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  e. Musrenbang Desa 

Berpedoman pada Surat Edaran 
Pelaksanaan Musrenbang 
(Pelaksanaan sebelum 
Musrenbang kecamatan 
minggu 3-4 bulan Januari) 

RKPD 

Surat 
Edaran 

Pelaksanaan 
Musrenbang 

  
13, 14, 
15 JAN 

            

  f. Musrenbang Kecamatan 

Musrenbang RKPD 
kabupaten/kota di kecamatan 
bertujuan untuk penajaman, 
penyelarasan, klarifikasi dan 
kesepakatan usulan rencana 
kegiatan pembangunan 
desa/kelurahan yang 
diintegrasikan dengan prioritas 
pembangunan daerah di 
kecamatan. (Paling lambat 
Minggu kedua Bulan Februari) 

RKPD 
Pasal 98 

Permendagri 
No.86/2017 

  
28,29,30 

JAN 

02, 
03, 
04 

FEB 

          

  g. 
Forum Konsultasi Publik 
Penyusunan RKPD Tahun 
2027 

Membahasa rancangan awal 
RKPD dengan stakeholder terkait 
untuk memperoleh saran dan 
masukan penyempurnaan RKPD. 
Hasil konsultasi publik dituangkan 
dalam Berita Acara. Bappeda 
kemudian melakukan 
penyempurnaan Ranwal RKPD; 
(Sebelum penyusunan Surat 
Edaran Renja paling lambat 
minggu II Februari) 

RKPD 
Pasal 80 

Permendagri 
No.86/2017 

    
10 

FEB 
          

  h. 
Penyempurnaan Ranwal 
RKPD 2027  

berdasarkan Berita Acara Hasil 
Kesepakatan Forum Konsultasi 
Publik 

RKPD 
Pasal 81 

Permendagri 
No.86/2017 

    M2           

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            16 / 27                            16 / 27



 

Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  h. 

Pengajuan Rancangan Awal 
RKPD Tahun 2027 kepada 
Bupati melalui Sekretaris 
Daerah 

Disampaikan untuk memperoleh 
persetujuan sebagai bahan 
penyempurnaan rancangan awal 
Renja PD. Pengajuan dilampirkan 
konsep nota dinas edaran Bupati 
dan dokumen ranwal RKPD;  

RKPD 
Pasal 82 

Permendagri 
No.86/2017 

    M2           

  i. 

Penyampaian Surat Edaran 
Bupati tentang Pedoman 
Penyempurnaan Rancangan 
Awal Renja Perangkat 
Daerah kepada kepala PD 

1 

Surat Edaran memuat agenda 
penyusunan RKPD, 
pelaksanaan forum Perangkat 
Daerah, Musrenbang RKPD 
dan batas waktu penyampaian 
Ranwal Renja PD untuk 
diverifikasi; paling lambat 
minggu II Februari RKPD 

Pasal 83 
Permendagri 
No.86/2017 

    M2           

2 

Surat Edaran memuat 
lampiran : a) sasaran dan 
prioritas pembangunan 
daerah, b) program dan 
kegiatan perangkat daerah 
disertai indikator dan target 
kinerja serta pagu indikatif; 

  j. 
Penyempurnaan Rancangan 
Awal Renja PD sesuai Surat 
Edaran Bupati 

1 

Penyempurnaan mencakup 
perumusan rencana program, 
kegiatan, indikator kinerja, 
pendanaan indikatif, lokasi 
kegiatan dan kelompok 
sasaran berdasarkan rencana 
program, kegiatan, indikator 
kinerja, pendanaan indikatif, 
lokasi kegiatan dan kelompok 
sasaran pada rancangan awal 
RKPD; 

Renja 
Pasal 130 

Permendagri 
No.86/2017 

    
M2 - 
M3 

          

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

2 

Rancangan Awal Renja PD 
yang telah disempurnakan, 
berubah menjadi Rancangan 
Renja PD; 

3 Penyusunan Rancangan RKPD dan Renja PD Tahun 2027 

  a 

Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah untuk 
penyempurnaan Rancangan 
Renja PD 

Dikoordinasikan dengan 
Bappeda, dihadiri oleh 
stakeholder, bertujuan untuk 
memperoleh masukan dalam 
rangka penajaman target kinerja 
sasaran, program dan kegiatan 
serta lokasi dam kelompok 
sasaran. Hasil Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
dituangkan kedalam Berita Acara 
dan sebagai bahan 
penyempurnaan Rancangan 
Renja PD; 

RKPD/Renja 

Pasal 84, 
Pasal 131 
dan Pasal 

136 
Permendagri 
No.86/2017 

    
12 

FEB 
          

  b 
Penyampaian Rancangan 
Renja PD kepada Bappeda 

Rancangan Renja PD hasil 
penyempurnaan disampaikan ke 
Bappeda dan berubah menjadi 
Rancangan Renja PD. 
Disampaikan ke Bappeda untuk 
penyempurnaan Ranwal RKPD 
menjadi Rancangan RKPD dan 
menjamin rancangan Renja 
Perangkat Daerah sudah selaras 
dengan rancangan awal RKPD; 

RKPD/Renja 

Pasal 84 
dan Pasal 

132 
Permendagri 
No.86/2017 

      M1         

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  c. 
Verifikasi Rancangan Renja 
PD dengan Ranwal RKPD 

Verifikasi untuk menjamin 
rancangan Renja Perangkat 
Daerah sudah selaras dengan 
rancangan awal RKPD. Paling 
lambat 2 (dua) minggu setelah 
Rancangan Renja PD diserahkan; 

RKPD/Renja 

Pasal 134 
dan Pasal 

135 
Permendagri 
No.86/2017 

      M1         

  d. 
Penyempurnaan Rancangan 
Renja PD berdasarkan hasil 
verifikasi 

PD melakukan perbaikan dan 
penyemprunaan Rancangan 
Renja PD berdasarkan masukan 
dan saran Bappeda (paling 
lambat Minggu III Maret); 

Renja 

Pasal 134 
dan Pasal 

135 
Permendagri 
No.86/2017 

      
M2 
- 

M3 
        

  e. 
Penyusunan Rancangan 
RKPD Tahun 2027 

Merupakan proses 
penyempurnan dari ranwal RKPD 
berdasarkan ranwal Renja PD 
hasil verifikasi dan hasil 
penelaahan terhadap rancangan 
RKPD Provinsi, RKP dan program 
strategis nasional; Paling lambat 
Minggu pertama Bulan April 

RKPD 
Pasal 88 

Permendagri 
No.86/2017 

      M3         

  f. 
Pengajuan Rancangan RKPD 
kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah 

untuk memperoleh persetujuan 
terhadap Rancangan RKPD dan 
pelaksanaan Musrenbang RKPD; 

RKPD 
Pasal 89 

Permendagri 
No.86/2017 

      M3         

4 Musrenbang RKPD Tahun 2027 

  a. 
Penyampaian pokok pikiran 
DPRD berdasarkan hasil 
reses kepada Bappeda 

1 

Merupakan kajian 
permasalahan pembangunan 
Daerah yang diperoleh dari 
DPRD berdasarkan risalah 
rapat dengar pendapat 
dan/atau rapat hasil 

RKPD 
Pasal 178 

Permendagri 
No.86/2017 

      
M1-
M2 

        

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

penyerapan aspirasi melalui 
reses; 

2 

Hasil telaahan pokok-pokok 
pikiran DPRD dirumuskan 
dalam daftar permasalahan 
pembangunan yang 
ditandatangani oleh Pimpinan 
DPRD; 

3 

Pokok-pokok pikiran DPRD 
dimasukkan kedalam e-
planning bagi Daerah yang 
telah memiliki SIPD paling 
lambat 1 (satu) minggu 
sebelum pelaksanaan 
Musrenbang RKPD Provinsi 
Tahun 2027 

  b. 
Musrenbang RKPD 
Kabupaten Tahun 2027 

1 

Membahas rancangan RKPD, 
menerima masukan, saran 
dan koreksi untuk 
penyempurnaan Rancangan 
RKPD. Hasil Musrenbang 
dituangkan kedalam Berita 
Acara; 

RKPD 
Pasal 95 

Permendagri 
No.86/2017 

      
M3-
M4     

        

2 

Musrenbang RKPD 
membahas dan menyepakati: 
permasalahan, prioritas 
pembangunan, program, 
kegiatan sub kegiatan, pagu 
indikatif, indikator dan target 
kinerja serta lokasi, 
penyelarasan program, 
kegiatan sub kegiatan dengan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

sasran dan prioritas 
pembangunan provinsi, 
klarifikasi kewenangan 
Kabupaten dengan hasil 
musrenbang kecamatan. 
Paling lambat Minggu IV 
Maret 

5 Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD Tahun 2027 

  a. 

Penyempurnaan Rancangan 
RKPD Tahun 2027 
berdasarkan hasil 
Musrenbang RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD 
Tahun 2027 

Dilakukan penyesuaian, 
perubahan dan penyempurnaan 
dokumen rancangan RKPD 
berdasarkan hasil Musrenbang 
RKPD untuk menjadi Rancangan 
Akhir RKPD; 

RKPD 
Pasal 100 

Permendagri 
No.86/2017 

        M1       

  b. 

Pembahasan Rancangan 
Akhir RKPD bersama dengan 
OPD (Penyampaian 
Rancangan Akhir RKPD 
Tahun 2027 kepada 
Sekretaris Daerah untuk 
dibahas dengan seluruh 
kepala PD) 

Dilakukan untuk memastikan 
program dan kegiatan Perangkat 
Daerah telah diakomodir dalam 
rancangan akhir RKPD; Paling 
lambat 1 minggu setelah 
Musrenbang RKPD 

RKPD 
Pasal 101 

Permendagri 
No.86/2017 

        M1       

  c. 
Finalisasi Rancangan Akhir 
RKPD Tahun 2027 

Melakukan finalisasi dokumen; RKPD 
Pasal 101 

Permendagri 
No.86/2017 

        
M2-
M3 

      

  d. 
Penyusunan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang 
RKPD Tahun 2027 

Berdasarkan Rancangan RKPD 
yang telah dibahas bersama 
dengan kepala PD; 

RKPD 
Pasal 102 

Permendagri 
No.86/2017 

        M4       

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  e. Review RKPD Tahun 2027 

Tujuan Peraturan Menteri ini 
sebagai pedoman bagi APIP 
daerah dalam melaksanakan 
Reviu atas Dokumen 
Perencanaan Pembangunan dan 
Anggaran Daerah Tahunan untuk 
meningkatkan kualitas APBD 
dan/atau Perubahan APBD 
dengan memberikan keyakinan 
terbatas mengenai akurasi, 
keandalan dan keabsahannya, 
Lingkup Reviu meliputi: a. RKPD 
dan perubahan RKPD; b. rencana 
kerja Perangkat Daerah dan 
Perubahan rencana kerja 
Perangkat Daerah 

RKPD 

Peraturan 
Menteri 
Dalam 
Negeri 

Nomor 10 
Tahun 2018 

          
M1-
M2 

    

  f. 

Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati tentang 
RKPD Tahun 2027 oleh 
Bappeda Provinsi 

Disampaikan kepada gubernur 
melalui kepala Bappeda provinsi 
untuk difasilitasi, paling lambat 15 
(lima belas) hari kerja setelah 
dokumen diterima; 

RKPD 
Pasal 102 

Permendagri 
No.86/2017 

          M3     

  g. 

Penyempurnaan Rancangan 
Akhir RKPD Tahun 2027 
berdasarkan hasil Fasilitasi 
Bappeda Provinsi dan 
Review Inspektorat 

Melakukan penyesuaian dan 
penyempurnaan dokumen 
Rancangan Akhir RKPD 
berdasarkan Surat Bappeda 
Provinsi hasil fasilitasi dan 
berdasarkan review  inspektorat 

RKPD 
Pasal 102 

Permendagri 
No.86/2017 

          M4     

  h. 

Penyampaian Rancangan 
Peraturan Bupati tentang 
RKPD Tahun 2027 kepada 
Bupati melalui Sekretaris 
Daerah 

Rancangan Akhir RKPD 
disempurnakan berdasarkan hasil 
fasilitasi Bappeda Provinsi, 
selanjutnya diajukan persetujuan 
untuk penetapan dan 

RKPD 
Pasal 103 

Permendagri 
No.86/2017 

            M1   

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

pengundangan. Paling lambat 2 
(dua) minggu setelah 
pelaksanaan fasilitasi Rancangan 
Perbup RKPD; 

  i. 
Penetapan Peraturan Bupati 
tentang RKPD Tahun 2027 

Paling Lambat satu minggu 
setelah RKPD Provinsi ditetapkan 

RKPD 
Pasal 104 

Permendagri 
No.86/2017 

            M2   

  j. 
Penyampaian Peraturan 
Bupati tentang   RKPD Tahun 
2027  kepada Gubernur 

Disampaikan melalui Bappeda 
Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah Perbub ditetapkan; 

RKPD 
Pasal 107 

Permendagri 
No.86/2017 

            M3   

6 Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027 

  a. 
Perumusan Rancangan Akhir 
Renja PD Tahun 2027 

1 

Perumusan Rancangan Akhir 
Renja Perangkat Daerah 
tahun 2027 merupakan proses 
penyempurnaan Rancangan 
Renja Perangkat Daerah 
menjadi Rancangan Akhir 
Renja Perangkat Daerah 
berdasarkan Peraturan Bupati 
tentang RKPD Tahun 2027; Renja 

Pasal 138 
Permendagri 
No.86/2017 

            
M3-
M4 

  

2 

Dilakukan untuk mempertajam 
program, kegiatan dan pagu 
indikatif Perangkat Daerah 
berdasarkan program, 
kegiatan dan pagu indikatif 
yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati tentang 
RKPD Tahun 2027; 

7 Penetapan Renja PD Tahun 2027 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

  a. 

Penyampaian Rancangan 
Akhir Renja PD Tahun 2027  
kepada Bappeda untuk 
diverifikasi 

Paling lambat 1 (satu) minggu 
setelah Peraturan Bupati tentang 
RKPD Tahun 2027 ditetapkan; 

Renja 

Pasal 139 
dan Pasal 

140 
Permendagri 
No.86/2017 

              M1 

  b. 
Verifikasi Rancangan Akhir 
Renja PD Tahun 2027 

Verifikasi harus dapat menjamin 
program, kegiatan dan pagu 
indikatif Renja Perangkat Daerah 
selaras dengan Peraturan Bupati 
tentang RKPD Tahun 2027; 

Renja 
Pasal 141 

Permendagri 
No.86/2017 

              M2 

  c. 
Reviu APIP Rancangan Akhir 
Renja PD Tahun 2027 

Tujuan Peraturan Menteri ini 
sebagai pedoman bagi APIP 
daerah dalam melaksanakan 
Reviu atas Dokumen 
Perencanaan Pembangunan dan 
Anggaran Daerah Tahunan untuk 
meningkatkan kualitas APBD 
dan/atau Perubahan APBD 
dengan memberikan keyakinan 
terbatas mengenai akurasi, 
keandalan dan keabsahannya, 
Lingkup Reviu meliputi: a. RKPD 
dan perubahan RKPD; b. rencana 
kerja Perangkat Daerah dan 
Perubahan rencana kerja 
Perangkat Daerah 

Renja 

Peraturan 
Menteri 
Dalam 
Negeri 

Nomor 10 
Tahun 2018 

              M2 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tahapan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahun 2027 

Substansi/ Keterangan Keterangan 
Dasar/ 
Acuan 

Tahun 
2025 

Tahun 2026 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

              

  d. 
Penetapan Renja PD Tahun 
2027  hasil verifikasi dengan 
Keputusan Bupati 

Rancangan Renja hasil verifikasi 
di sampaikan kepada Bupati 
untuk ditetapkan menjadi 
Keputusan Bupati. Paling lambat 
1 (satu) bulan setelah RKPD 
ditetapkan; 

Renja 
Pasal 142 

Permendagri 
No.86/2017 

              M3 
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